Vol.4(2) Agustus 2020, pp.234-251

T

72548 7A00Y

@(}(ZIA/ %ja/ap

o

Law Journal 9

ISSN : 2580-9059 (online)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2549-1741 (cetak)

ANALISIS KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN
NASIONAL ACEH DAN DINAS PERTANAHAN ACEH
DI KOTA BANDAACEH

Destya Andhara
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Info Artikel Abstrak
Diterima : 18/06/2020 Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Disetujui : 20/07/2020 Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan
perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang
diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal penyelesaian dan
konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam

Kata Kunci : penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Pada kenyataanya Badan Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional Nasional Aceh sebagai Lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat
Aceh: yang juga menangani urusan di bidang pertanahan juga memiliki kewenangan

dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. Jenis penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif
analitis. Hasil penelitian meunjukkan bahwa Dinas Pertanahan Aceh sebagai
perangkat kerja Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian
sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Terdapat berbagai ketentuan
perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dibidang
penyelesaian sengketa pertanahan. Di sisi lain, kewenangan penyelesaian
sengketa yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Aceh belum dinyatakan secara
tegas sengketa apa saja yang merupakan kewenangan Dinas Pertanahan Aceh
dan mana yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh.
Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam
penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Mengingat konflik-
konflik pertanahan yang selama ini terjadi di Aceh belum terselesaikan secara
menyeluruh. Lahirnya Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat daerah dapat
mempermudah akses masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah dan dapat
meminimalisir konflik-konflik yang telah ada dan mencegah kemungkinan-
kemungkinan konflik yang akan terjadi dikemudian hari.
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I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang mendapatkan status Otonomi Khusus, Aceh memperoleh status Otonomi Khusus didasarkan
pada perjuangan kemerdekaan nasional yang telah dilalui oleh masyarakat Aceh, dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut

Undang- Undang tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam,
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termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat
kepada Pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus.*

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Aceh adalah adanya pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.? Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan yaitu penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi di tingkat
daerah yang sangat besar.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan
bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan dengan
berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh
Pemerintah. Kewenangan pemerintah Aceh di bidang pertanahan diperkuat lagi dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang
Bersifat Nasional di Aceh.

Terkait dengan keberadaan Badan Pertanahan Nasional, khususnya kantor wilayah yang ada
di setiap provinsi dan merupakan kelembagaan yang menjalankan wewenang delegatif dari Badan
Pertanahan Nasional di provinsi. Di Aceh, menurut Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat
daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008”. Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat
(2) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Presiden™.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 tersebut bahwa terjadi peralihan status Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Aceh maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi salah satu
kelembagaan di daerah atau Satuan Perangkat Daerah Aceh maupun Satuan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Adapun tujuan peralihan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses
masyarakat dalam penentuan hak atas tanah maupun dalam hal penyelesaian konflik tanah.
Selanjutnya, ketentuan peralihan tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan Presiden.

Lebih kurang 14 (empat belas) tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh

Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Februari 2015. Sebelum disahkan peraturan Presiden tersebut,

! Briefing Paper, Quarterly Report-11, The Aceh Institute, Banda Aceh Februari 2010, him.2.

2 | Gede Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2009,
him. 55.

3 Zaki Ulya, Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek
Kepastian Hukum Bidang Pertanahan, Kota Langsa, Aceh, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2015, him12.
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pemerintah pusat juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh. Didalam peraturan Presiden tersebut
disebutkan bahwa kewenangan BPN memiliki 21 kewenangan, dari 21 kewenangan penyelenggaraan
bidang pertanahan tersebut?, 9 kewenangan dilimpahkan ke pemerintah daerah yang berdasarkan
Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang
Pertanahan. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

1. pemberian ijin lokasi
. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
. penyelesaian sengketa tanah garapan

. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah demi pembangunan

g A W DN

. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee

6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat

7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong

8. pemberian ijin membuka tanah

9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.®

Secara implisit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan bahwa
pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen harus sudah dilaksanakan paling
lama setahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Tim pengalihan sudah harus ditetapkan
paling lama sebulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Selanjutnya, tim pengalihan sudah
melaksanakan tugasnya paling lama sebulan sejak ditetapkan.

Khusus Aceh pemerintah pusat menambahkan dua kewenangan lainnya, yaitu kewenangan
penetapan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, sehingga Aceh memiliki 11 (sebelas)
kewenangan di bidang pertanahan. Namun pemerintah Aceh tetap pada usulan 21 kewenangan
penyelenggaraan di bidang pertanahan menjadi kewenangan Aceh, sebagaimana merujuk pada
kewenangan Badan Pertanahan Nasional harus menjadi kewenangan Badan Pertanahan Aceh . Jika
merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, seharusnya dengan dilakukannya pengalihan
Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh, sepatutnya 21
kewenangan penyelenggaraan di bidang pertanahan Badan Pertanahan Nasional menjadi kewenangan

Badan Pertanahan Aceh.®

4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 3.

SKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang
Pertanahan, Pasal 2 Ayat (2).

5Dewa Gumay, Darurat Penyelesaian Konflik Agraria, http://lbhbandaaceh.org/2015/03/12/darurat-
penyelesaian-kon ik-agraria/, diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 11.50 WIB.
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Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Aceh dibatasi oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan secara nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Badan Pertanahan Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”. Pembatasan pelaksanaan fungsi Badan Pertanahan Aceh sesuai ketentuan
perundang-undangan tersebut dinilai dapat memperlambat proses dalam pemberian kepastian hukum
atas hak tanah bagi masyarakat dan juga penyelesain konflik, dan Badan Pertanahan Aceh sendiri
masih menjadi Dinas Pertanahan di Aceh.

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh
(SPKA) ke dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh. Dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, Urusan Pemerintahan bidang
pelayanan pertanahan di Aceh yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang bersifat keistimewaan
dan kekhususan diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Aceh.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah dalam hal
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam
penyelesaian permasalahan hak atas tanah baik hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan
maupun badan hukum. Selain itu, juga memiliki kewenangan dalam memfasilitasi penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan muncul ketika terjadinya tumpang tindih kewenangan dua Lembaga negara
dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan. Dimana Dinas Pertanahan di Aceh yang seharusnya
dapat menyelesaikan seluruh konflik agraria dalam waktu yang singkat tanpa harus menunggu
keputusan dari pusat. Akibatnya yang dapat ditelusuri adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam
penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Aceh, baik dalam bentuk sertifikat, akta, hingga
penyelesaian hak atas tanah. Sehingga memunculkan anomali ketidakseriusan pemerintah pusat dalam
mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor
23 Tahun 2015 dan juga Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Permasalahan dan uraian
latar belakang tersebut di atas, menarik kiranya peneliti untuk membahas ke dalam suatu bentuk
penelitian.

Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas adalah tentang Pelaksanaan Tugas
dan Kewenangan Antara Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh Di Kota
Banda Aceh, Dampak Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh
dalam Pemberian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Banda Aceh, dan
Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa
Pertanahan Pasca Diberlakukannya Peralihan Badan Pertanahan Nasional Aceh Menjadi Dinas

Pertanahan Aceh.
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Il. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dan pendekatan masalah didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan, kemudian penelitian ini juga
melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan dan data sesuai dengan permasalahan
penelitian yang bersangkutan. ’

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data
primer dan bahan yang kongkrit dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawancarai
informan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.®

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk
menggambarkan dan menganalisisi mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara
kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.® Penelitian ini bermaksud menggambarkan,
menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil
penelitian di lapangan.?

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
dianalisis dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil
dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya

diinterprestasikan sehingga dapat memberi analisis dalam penulisan karya ilmiah.!

I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Antara Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan
Dinas Pertanahan Aceh Yang Disebabkan Oleh Dualisme Kepengurusan Pelayanan Di
Aceh
Definisi urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan ke Daerah merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 2

" Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2010, him.109.

8 Ibid., him.110-111.

® Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukm dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000,
him.9.

1Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 13.

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, him. 87.

2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him.92.



Syiah Kuala Law Journal : Vol.4(2) Agustus 2020
Destya Andhara 239

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (absolut)
meliputi :
a) Politik luar negeri;
b) Pertahanan;
¢) Keamanan;
d) Yustisi;
e) Moneter dan fiska nasional; dan
f) Agama.
Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah (konkuren) terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
ditentukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional
masyarakat.
3.1.1. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa urusan pertanahan
merupakan urusan pemerintahan yang bersifat nasional, dengan kata lain merupakan urusan
pemerintahan yang kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai berikut:
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu, pata tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara,
sebagai organisasi seluruh rakyat;
(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal
ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti
kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;

(4) Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikauasakan kepada daerah-

daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
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bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan

Pemerintah.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dijelaskan secara lebih konkrit bahwa soal
agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Segala sesuatunya
akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan nasional, dan wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi
daerah itu.**Mengenai hal tersebut, Boedi Harsono menyebutkan bahwa asas tersebut sangat penting
untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah nasional
Indonesia. Oleh karena itu pula kewenangan bidang agrarian tidak boleh diberikan kepada daerah dan
harus tetap ada pada pemerintahan pusat.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa
mengenai kewenangan pertanahan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yang artinya
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren terbagi yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

3.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan

Dalam perkembangannya di era otonomi daerah telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa urusan pelayanan pertanahan
merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, sebagian kewenangan Pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut dimaksud

(1) Pemberian ijin lokasi;

(2) Penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

(3) Penyelesaian sengketa tanah garapan;

(4) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanahn untuk pembangunan

(5) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta gantu kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee;

(6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

(7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

(8) Pemberian ijin membuka tanah;

(9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

13 llyas, Abdurrahman, Sufyan, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa”
Kanun Jurnal llmu Hukum, No.65, 2015, him. 4.

14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan pelaksanaanya, Jakarta: Djamban, 2003, him. 272.
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Kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, menjadi kewenangan Pemerintah provinsi yang
berada dalam lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang bersangkutan.
3.1.3. Pelimpahan Kewenangan Bidang Pertanahan di Aceh
Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah
Yang Bersifat Nasional Di Aceh disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan
dalam bentuk:
a. Penetapan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku di Aceh oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
b. Fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh;
dan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang
Bersifat Nasional Di Aceh disebutkan :
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian kewenangan pemerintah kepada instansi vertikal atau kepada
Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian kewenangan pemerintah tersebut kepada Pemerintah Aceh,
pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah gampong atau nama lain berdasarkan asas
tugas pembantuan.
(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan
sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota,

dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang
Bersifat Nasional Di Aceh disebutkan mengenai penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah non kementerian melalui

a. Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri; dan
b. Konsultasi dan pertimbangan Gubernur serta memperhatikan kekhususan dan keistimewaan
Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada beberapa sub bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di

wilayah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf J tentang bidang pertanahan dalam
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional
Di Aceh. Adapun kewenangan tersebut yaitu:

Izin lokasi;

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Penyelesaian sengketa tanah garapan;

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santuan tanah untuk pembangunan;

o > w0 D e

Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanahn kelebihan maksimum dan absentee serta
pemberian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee;

Penetapan tanah ulayat;

Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

Pemberian izin membuka tanah;

© © N o

Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota;

10. Pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah (land reform);

11. Penatagunaan tanah (land use planning);

12. Pengurusan hak atas tanah;

13. Survei, pengukuran dan pemetaan;

14. Penelitian dan pengembangan pertanahan;

15. Pengembangan dan pembinaan SDM pertanahan;

16. Pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil;

17. Pengelolaan pertanahan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil;
18. Pengelolaan pertanahan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil;
19. Pengendalian dan monitoring pasca penerbitan sertifikat;

20. Pengendalian nilai tanah (land value) dan penilaian sumber daya;

21. Pembangunan sistem informasi pertanahan ;

22. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Ada 22 (dua puluh dua) sub bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Pusat masih lebih dominan terkait kewenangan
dalam hal pengaturan, peruntukan dan pengelolaan di bidang pertanahan dari pada Pemerintah Aceh.
Hanya sebagian kecil kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa pelayanan pertanahan merupakan salah satu bidang yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah. Secara khusus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
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tentang Pemerintah Aceh, pemerintah telah menyerahkan sebagian kewenangan bidang pertanahan
kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.™®

Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) disebutkan
bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota, salah satunya
adalah bidang “pelayanan pertanahan”. Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang
lingkup pelayanan pertanahan. Hal ini tentu dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran (multi
tafsir), apakah semua urusan pertanahan, atau hanya mencakup urusan pertanahan tertentu saja.®

Kewenangan memberikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan merupakan
kewenangan yang baru diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun
demikian dapat menimbulkan pertanyaan lebih lanjut kenapa HGU dan HGB, kenapa tidak hak milik
atau kenapa tidak termasuk hak milik yang merupakan hak atas tanah yang paling utama dan
mengenai kebutuhan sebagian besar penduduk.

Lebih lanjut dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan:

(1) Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi
penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan
prosedur yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Qanun Aceh.

Ketentuan ini dapat menimbulkan penafsiran ganda terkait dengan frasa “memberikan izin
hak guna bangunan dan hak guna usaha” karena; pertama, tidak lazim penggunaan frasa “izin hak”,
sehingga dapat ditafsirkan sebagai Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang merupakan salah
satu hak atas tanah, atau sebagai izin untuk pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
yang dalam prakteknya terkait dengan izin lokasi dan izin prinsip penanaman modal yang merupakan
salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.’

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang
Bersifat Nasional Di Aceh dijelaskan bahwa:

(1) Kewenangan pengelolaan oleh Pemerintahan Aceh terhadap pulau-pulau kecil, hanya meliputi
pulau-pulau yang bukan merupakan batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewenangan pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan tanah oleh Pemerintah Aceh untuk
Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5 llyas Ismail, dkk, Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006, Jurnal Media Hukum, Volume 17 No.1 Juni 2010, him 46.

16 1bid., him.48.

7 1bid., him. 50.
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(3) Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh berhak mengusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan tanah
Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang
Bersifat Nasional Di Aceh dijelaskan bahwa:

(1)Penetapan lokasi dan izin yang berkaitan dengan tanah oleh Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh hanya untuk program yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

(2)Penetapan lokasi dan izin yang berkaitan dengan tanah bagi program yang dananya berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama-sama dengan Pemerintahan Aceh.
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang
Bersifat Nasional Di Aceh dijelaskan bahwa pelayanan untuk penyediaan tanah bagi program
pembangunan prioritas Pemerintah atau Pemerintah Aceh dilaksanakan sesuai dengan
Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur oleh Pemerintah.

3.2. Dampak Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh
Dalam Pemberian Pelayanan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi Aceh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang
Bersifat Nasional di Aceh telah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Aceh. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Pemerintah Pusat memberi kewenangan
sepenuhnya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan untuk di daerah Aceh, akan tetapi Pemerintah
Pusat hanya memiliki kewenangan dalam melakukan penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur
dan kriteria penyelesaian sengketa, konflik dan perkara, pertanahan garapan serta melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan.

Artinya, Pemerintah Pusat memberi kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan.
Kewenangan Pemerintah Pusat hanya dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh khusunya Dinas Pertanahan
Aceh. Kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan tetap menjadi kewenangan mutlak Dinas
Pertanahan Aceh dan Pemerintah Pusat hanya melakukan pembinaan serta pengawasan saja.

Dari berbagai aturan yang telah disebutkan, baik ketentuan hukum yang diterbitkan oleh pusat
maupun di Aceh. Dinas Pertanahan Aceh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Kehadiran Dinas Pertanahan Aceh

membawa nuansa baru dalam hal penyelesaian konflik pertanahan khususnya di Aceh.
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Berbagai konflik pertanahan yang terjadi di Aceh yang sudah puluhan tahun belum
terselesaikan secara tuntas. Tidak dapat terselesaikan secara tuntas setiap sengketa tanah yang terjadi
muncul wacana supaya dibentuk suatu Lembaga khusus yang menangani penyelesaian sengketa
pertanahan. Wacana pembentukan Lembaga khusus tersebut belum tentu dapat menjamin setiap
sengketa pertanahan akan dapat terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, hadirnya Dinas
Pertanahan Aceh sangat penting untuk dikuatkan secara kelembagaan, Pemerintah Aceh merupakan
Lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat
Aceh.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di bidang pertanahan seharusnya dapat
menyelesaikan seluruh sengketa agraria dalam waktu yang singkat tanpa harus menunggu lama
sehingga memunculkan konflik-konflik baru sehinga terjadi kriminalisasi terhadap warga yang
berkonflik. Akibatnya, lambatnya proses penyelesaian sengketa pertanahan ditingkat Pusat
memunculkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Aceh.
Sehingga memunculkan anggapan bahwa Pemerintah Pusat tidak serius dalam mengimplementasikan
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Aceh dalam hal pengurusan di bidang pertanahan.

Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat kerja Pemerintah Aceh dalam
menyelesaikan sengketa pertanahan telah memenuhi prinsip konkuren dan memenuhi kriteria sebagai
urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kriteria urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah
urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang
penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah kabupaten/kota dan Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Oleh karena itu, jika dikaitkan kriteria tersebut dengan
konflik pertanahan yang selama ini terjadi di Aceh, sangatlah tepat urusan mengenai penyelesaian
sengketa pertanahan dilimpakan ke Dinas Pertanahan Aceh dikarenakan dampak negatif tidak
teresponnya pengaduan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan lambatnya proses
penyelesaian sengketa pertanahan ditingkat Pusat sehingga harus menunggu waktu yang lama dapat
memunculkan konflik-konflik baru yang dirasakan oleh warga sekitar lahan.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan dalam
penyelenggaran pemerintah daerah. Desentralisasi diimplementasikan dalam bentuk penyerahan
urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
Desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 8

18 Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008, him.22.
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Desentralisasi memberikan kepada rakyat daerah untuk bersama-sama memikul tanggung
jawab mewujudkan kesejahteraan dan memelihara keutuhan negara kesatuan melalui keikutsertaan
mereka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. ° Dalam penyelenggaraan pemerintahan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Oleh karena itu istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia sering
diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. 2

Dengan otonomi daerah ada kehendak untuk memperbaharui hubungan pemerintahan pusat
dengan pemerintahan daerah dari pola hubungan yang titik tekannya pada dekonsentrasi menjadi
desentralisasi. Terciptanya hubungan desentralisasi dengan tujuan agar jarak antara rakyat dan
pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, sehingga dapat diharapkan kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat dan dapat diharapkan juga semakin terbuka
akses rakyat dalam pembuatan kebijakan.?

Kewenangan Pemerintah Aceh dibidang pertanahan yang diberikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum dapat terlaksana secara menyeluruh, karena peraturan
pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat belum mengakomodir secara maksimal dan
pengaturannya belum konkrit. Hal tersebut terlihat dalam penerbitan Perpres Nomor 23 Tahun 2015
tentang peralihan status dari BPN menjadi BPA. Hingga saat ini, peralihan tersebut belum terlaksana
dikarenakan Dinas Pertanahan Aceh yang dibentuk masih sebagai perpanjangan tangan Pemerintah
Pusat seperti halnya Kanwil BPN Aceh (instansi vertikal). Seharusnya Dinas Pertanahan Aceh
dibentuk sepenuhnya sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Aceh.

Dinas Pertanahan Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas
tanah baik hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan maupun badan hukum. Selain itu, juga
memiliki kewenangan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kewenangan Penyelesaian sengketa pertanahan termasuk dalam urusan pemerintahan
konkuren, yang artinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

19 Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan
RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung: Utomo, 2005, him. 66.

20 Husni Jalil dkk, Implementasi Otonomi Khusus di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006, Banda Aceh: Jurnal KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010, him. 208.

2l Zakaria Yando dan Noer Fauzi, Pembaruan Desa dan Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah,
Jurnal Analisis Sosial, Sumber Daya Agraria, Bandung: AKATIGA, Vol. 6, Juli 2001, him. 89-91
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3.3. Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian
Sengketa Pasca Diberlakukannya Peralihan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi
Aceh Menjadi Dinas Pertanahan Aceh.

Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat kerja Pemerintah Aceh dalam
menyelesaikan sengketa pertanahan telah memenuhi prinsip konkuren dan memenuhi Kkriteria sebagai
urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kriteria urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah
urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang
penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah kabupaten/kota dan Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Oleh karena itu, jika dikaitkan kriteria tersebut dengan
konflik pertanahan yang selama ini terjadi di Aceh, sangatlah tepat urusan mengenai penyelesaian
sengketa pertanahan dilimpakan ke Dinas Pertanahan Aceh dikarenakan dampak negative tidak
teresponnya pengaduan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan lambatnya proses
penyelesaian sengketa pertanahan ditingkat Pusat sehingga harus menunggu waktu yang lama dapat
memunculkan konflik-konflik baru yang dirasakan oleh warga sekitar lahan.

Pada dasarnya semua urusan pemerintahan dalam sektor publik, termasuk bidang pertanahan,
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kecuali terhadap bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam
Undang-undang menjadi kewenangan pemerintah daerah namun pada Pemerintah masih melekat
kewenangan untuk mengatur dan menetapkan norma, standar dan prosedur yang bersifat nasional. 22

Dengan otonomi daerah ada kehendak untuk memperbaharui hubungan pemerintahan pusat
dengan pemerintahan daerah dari pola hubungan yang titik tekannya pada dekonsentrasi menjadi
desentralisasi. Terciptanya hubungan desentralisasi dengan tujuan agar jarak antara rakyat dan
pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, sehingga dapat diharapkan kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat dan dapat diharapkan juga semakin terbuka
akses rakyat dalam pembuatan kebijakan.? Sehingga kebijakan dalam menyikapi penyelesaian
sengketa pertanahan dapat mengakomodir hak-hak masyarakat dan mengedepankan hajat hidup orang
banyak.

Pada Tahun 2006 Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pertanahan Aceh merupakan Lembaga
baru sebagai bagian dari satuan kerja perangkat Aceh. Selain merujuk ke Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dasar pembentukan Dinas Pertanahan Aceh juga merujuk pada

Perpres Nomor 23 Tahun 2015. Artinya Pemerintah Aceh telah melakukan peralihan status dari BPA

2 1lyas Ismail, dkk, Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006. Jurnal Media Hukum, Volume 17 No. 1 Juni 2010, hIm.55.

23 Zakaria Yando dan Noer Fauzi, Pembaharuan Desa dan Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah,
Jurnal Analisis Sosial, Sumber Daya Agraria, Bandung: AKATIGA Vo. 6, No. 2, Juli 2001.
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yang dibentuk melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2015 beralih menjadi Dinas Pertanahan Aceh sebagai
perangkat kerja Pemerintah Aceh bukan sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat.

Pembentukan Badan Pertanahan Aceh nantinya tidak mempengaruhi status Dinas Pertanahan
Aceh sebagai Lembaga yang lahir dikarenakan Badan Pertanahan Aceh tidak jadi dibentuk. Oleh
karena itu, Perlu diterbitkan Perpres baru mengenai pengalihan Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Aceh ke Dinas Pertanahan Aceh sebagai pengganti Perpres sebelumnya yang tidak beraku lagi.
Dengan demikian status Dinas Pertanahan Aceh semakin jelas karena telah memiliki dasar hukum
yang kuat dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Aceh.

Kewenangan Penyelesaian sengketa pertanahan termasuk dalam urusan pemerintahan
konkuren, yang artinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yang sebanarnya.

Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat daerah dalam menyelesaikan sengketa
pertanahan merupakan salah satu hasil pembagian kewenangan dengan Badan Pertanahan Nasional
selaku perpanjangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf k
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa urusan pertanahan merupakan salah satu
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan dengan berpedoman
pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai
kewenangan pertanahan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Badan Pertanahan Nasional
telah melimpahkan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan ke Dinas Pertanahan
Aceh.

Pemerintah Aceh saat ini masih dengan membahas draf Rancangan Qanun Aceh Tentang
Pertanahan dan sekarang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah dan telah menjadi Qanun
prioritas yang dibahas dan akan disahkan oleh DPR Aceh di tahun 2019. Disahkannya Qanun ini
nantinya dapat menjadi pondasi hukum bagi Dinas Pertanahan Aceh dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabanya khususnya dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh

Oleh karena itu, Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai bagian dari Perangkat Kerja
Pemerintah Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan
yang terjadi di Aceh. Mengingat konflik-konflik pertanahan yang selama ini terjadi belum
terselesaikan secara menyeluruh. Lahirnya Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat daerah dapat
mempermudah penyelesaian permasalahan masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah dan
dapat meminimalisir konflik-konflik yang telah ada dan mencegah kemungkinan-kemungkinan

konflik yang akan terjadi dikemudian hari.
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IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Kewenangan bidang pertanahan
yang diberikan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan belum
adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, lambatya pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen yang
seharusnya sudah dilaksanakan paling lama setahun setelah Peraturan Presiden No.23 Tahun 2015
disahkan dan tidak adanya tim pengalihan khusus yang seharusnya ditetapkan paling lama sebulan
setelah Peraturan Presiden No0.23 Tahun 2015 disahkan. Pembahasan bersama antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Aceh dalam bidang pertanahan mengalami jalan buntu karena pemerintah pusat
cenderung tidak bersedia melepaskan tugas dan kewenangan yang selama ini dilaksanakana oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah aceh.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan dua Lembaga negara dalam hal pemberian pelayanan
dan penyelesaian sengketa pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga pemerintah
pusat dan Dinas Pertanahan Aceh sebagai Lembaga pemerintah daerah. Dinas Pertanahan Aceh
sebagai perangkat kerja Pemerintan Aceh memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa
pertanahan yang terjadi di Aceh, terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur
kewenangan Pemerintah Aceh dibidang penyelesaian sengketa pertanahan seperti ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan
Kantor Pertanahan Nasional Aceh Menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam
penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat
(1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa
urusan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh,
mengingat konflik-konflik pertanahan yang selama ini terjadi belum terselesaikan secara menyeluruh.
Lahirnya Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat daerah dapat mempermudah akses masyarakat
dalam hal penyelesaian konflik tanah dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang telah ada dan

mencegah kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi dikemudian hari.
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